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b

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyederhanaan Stn:ktural Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentalg Pedomal Nomenklatur perangkat Daerah provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi
fgnynjang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan, p..1u
dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerl'a di lingkungan Dinas pemberdayaaan
Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Utara;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 eanunKabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh
Utara sebagaimana telah diubal dengal ealun Kabupaten
Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh
Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor
4O Tahun 2021 terrtang Susunan, Kedudukan, T\rgas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi dingan dinamika
perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu
diganti dan melakukan penyederhanaan struktur organisasi
Dinas Pember d,ayaaan Masyarakat pengendalian penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara:
bahwa berdasarkan pertimbangax sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara;

C

Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Keistimewaan Aceh (l,embaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor lZ2 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g39);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran NeBara Republik IndonesiiTahun 2006 Nomor 62, Tambahaa Iimbaran N.g;;
Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiiTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le-mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55gZ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang penetapan per-aturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentatg
Cipta, _Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamba]:an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O24 Nomor lO8, Tambahan Limbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 693O);

6. Peraturan Pemerintah Nomor l g Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S8g7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 201 9tentalg pembahan atas peraturan pemerintah Nomor l g
Tahun- 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, TambaLan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Mllaksanakan Fungsi
l-enunjgg Penyelenggaraan Urusan pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktura-l Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 546);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2O 16tentang Hasil Pemetaan Urusan pemerintah Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungai
Masyaraftat, Bidang Administrasi Kependududk"r, J^r,
Pencatatan Sipil dan Bidang pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
t76L;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dal
Reformasi Birokrasi Nomor 7 TaS-pn iOZZ tentang Sistem
Kerja pada Instansi pemerintah untuk penyedJrhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia lahun 2O22
Nomor 181);
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Menetapkan

11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan F\.rngsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah
Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1266);

12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan perangkat Kabupaten Aceh
Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O16
Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara
Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan eanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Kabupaten Aceh Utara (lembaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Utara Nomor 240);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATAKERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN ACEH UTARA.

3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

A f

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang

dalam menjalankan orga_nisasi sehubungal dengan orangl
orang lain dalam kelompok organisasi itu.

2. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara
tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi
dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mincapai
tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

3. Tugas dan Fungsi adalah sasaran utama atau peke{aan
yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan
dilakukan.

4. Tata Keqia adalah suatu struktur kerja yang disusun
dengan membentuk badan utama yang bertugal membuat
skat-skat bagian dari sebuah orgalisasi atiu hubungan
antar kelompok.

5. Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut
Perangkat Kabupaten adalah unsur pemb€rntu Bupati Aceh
Utara dal Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Utaradd"T menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.

6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
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8. Dinas adalah Dinas pemberdayaaan Masyarakat
Pengendalial Penduduk dal Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Utara.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pemberdayaaan
Masyarakat Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas pemberdayaaan
Masyarakat Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

11. Sekretaris adalah sekretaris Dinas pemberdayaaan
Masyaralat Pengendalian pendudul< dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

12. Bidang adalah Bidang pada Dinas pemberdayaaan
Masyarakat Pengendalian penduduk dan Kehrarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Pemberdayaaal Masyarakat Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

14. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas
Pemberdayaaal Masyarakat Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada
Sekretariat Dinas Pemberdayaaan Masyaralat pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

16- Unit Pelalsana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPID adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas
Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yalg
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan
tugas pokok, fungsi, sesuai dengan keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (pNS) dan pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi
pemerintah.

19. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang
dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pratama,
Pejabat Administrator, Pejabat Pengavras, atau pejabat
Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit
organisasi tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peratural Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan
Orgaaisasi, T\-rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

A f



5

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas adalah Peralgkat Kabupaten yang melaksanakan
penunjang urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan
masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana yang berkedudukan di bawah Bupati.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagran Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan l,embaga
Adat Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

d. Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna
dan Kerjasama Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;

e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan
Keuangal Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatal
Fungsional;

f. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

h. UPTD ; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan Bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Af
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BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pemberdayaaan Masyarakat pengendalian pendud.uk dan

Keluarga Berencana

Pasal 5
(1) Dinas Pemberdayaaan Masyarakat pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan
dan melaksanakan kebijakan, unlsan ketatausahaan,
men)rusun prograrn jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, lembaga
kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gamporlg,
pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan
kerjasama gampong, pemberdayaan ekonomi dan
pengelolaan keuangan gampong, pemerintahan mukim dan
gampong, pengendalian penduduk dan keluarga bereneanra.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusatl dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

b. pelaksanaan administrasi pada Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaaall Masyarakat Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 6

{1) Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
rnembantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan
pemerintahan bidang lembaga kemasyarakatan gampong
dan lembaga adat gampong, pengembangan kawasan,
teknologi tepat guna dan kerjasama gampong,
pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan
gampong, pemerintahan mukim dan gampong,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengoordinasian dalam perumusan
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan

A
T
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pemerintaha-n bidang lembaga kemasyarakatan
gampong dan lembaga adat gampong, pengembangan
kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama gampong,
pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan
gampong, pemerintahan mukim dan gampong,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. pelaksanaan pengoordinasian dalam tugas kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lembaga
kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong,
pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan
kerjasama gampong, pemberdayaan ekonomi dan
pengelolaan keuangan gampong, pemerintahan mukim
dan gampong, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

c. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyelenggaraan
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang lembaga kemasyarakatan
gampong dan lembaga adat gampong, pengembangan
kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama gampong,
pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan
gampong, pemerintahan mukim dan gampong,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan
administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan,
umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan,
produk hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas

administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan
integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di
lingkungan Dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi,
keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan
tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan,
kerumahtanggaan, dan produk hukum;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
administrasi di lingkungan Dinas; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Pimpinal terkait dengan tugas dan fungsinya.

of
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Pasal 8
(1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas:

a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan
perumusan rencana kerja, program, anggaran dErn
laporan di lingkungan Dinas;

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka
perlrmusan rencana kerja, program, anggaran dan
laporan di lingkungan Dinas;

c. melaksanakan Perencanaan, anggaran dan pelaporan di
lingkungan Dinas;

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Perencanaan;dan

e. melaksalakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan

keuangan, perlengkapan dan peralatan serta
pengelolaan aset di lingkungan Dinas;

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam raagka
pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan
dan peralatan serta pengelolaan aset di tingkungan
Dinas;

c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan
dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan
Dinas;

d. melaksanakan kegiatan verilikasi dokumen keuangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menJrusun laporan keuangan di Lingkungan Dinas;
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di lingkungan Dinas; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata

usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum,
kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan
Dinas;

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka
tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum,
kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan
Dinas;

c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga,
kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi
birokrasi di lingkungan Dinas;

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelalsanaan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;dan

e. melalsanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

A f
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Bagian Keempat
Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat

Gampong

Pasal 9
(1) Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga

Adat Gampong mempunyai tugas membantu Kepala Dinis
dalam melaksanakan tugas dibidang lembaga
kemasyarakatan Gampong dan lembaga adat Garnpong;

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan
Lembaga Adat Gampong menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang pembinaan lembaga

kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong;
b. pen1rusunan rencana kerja bidang pembinaan lembaga

kemasyarakatan gampong dan lembaga adat garnpong;
c. penyelenggErraan pembinaan pembinaan lembaga

kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong;
d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pembinian

pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong dan
lembaga adat gampong;

e. pemverifikasian pelaksanaan kegiatan pembinaan
pembinaan lembaga kemasyaral<atan gampong dan
lembaga adat gampong;

f. pemfasilitasian kegiatan pembinaan pembinaan lembaga
kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong;

g. pengevaluasian pelaporan bidang pembinaan pembinaan
lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat
gampong; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan

Kerjasama Gampong

Pasal LO

(1) Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan
Keq'asama Gampong mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pengembangan
Kawasan, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasarna Gampong

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan, Teknologi Tepat
Guna dan Kerjasama Gampong:
a. perumusan kebijakan kebijakan bidang pengembangan

kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama
Gampong;

b. pen5rusunan rencana kerja bidang pengembangan
kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama
Gampong;

c. penyelenggaraarl pembinaan bidang pengembangan
kawasan, teknologi tepat guna dan kerjasama
Gampong;

A r
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d. pengoordinasiaa pelaksanaan kegiatan bidang
pengembangan kawasan, teknologi tepat guna dan
kerjasarna Gampong;

e. pemverifikasian pelaksanaan kegiatarr bidang
pengembangan kawasan, telceologi tepat guna dan
kerjasama Gampong;

f. pemfasilitasian kegiatan bidang pengembangan kawasan,
teknologi tepat guna dan kerjasama Gampong;

g. pengevaluasian pelaporan bidang pengembangan
kawasal, teknologi tepat guna dan kerjasama
Gampong; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan

Gampong

Pasal 1 1

(1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan
Gampong mempunyai tugas membantu Kepala Dinas daiam
melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan
Pengelolaan Keuangan Gampong

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimala dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan pengelolaan
Keuangan Gampong menyelenggarakan fungsi:
a" perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi

dan pengelolaan keuangan gampong ;b. penyusunan rencana dan rencana kerja bidang
pemberdayaan ekonomi dan pengelolaal keualgal
gampong;

c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemberdayaan
ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong;

d. pengoordinasian pelaksalaan kegiatan bidang
pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan
gampong;

e. pemverilikasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
ekonomi dan pengelolaan keuangan gampong;

f. pemfasilitasian kegiatan pemberdayaan ekonomi dan
pengelolaan keuangan gampong ;g. pengevaluasian pemberdayaan ekonomi dan pengelolaal
keuangan gampong; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagran Ketujuh
Bidang Pemerintahan Mukim, dan Gampong

Pasal 12

(1) Bidang Pemerintahan Mukim, dan Gampong mempunyai
tugas membaltu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas
dibidang Pemerintahan Mukim, dan Gampong

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemerintahan Mukim, dan Gampong
menyelenggarakan fu ngsi :

A f
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a. pemmusan kebijakan bidang tata pemerintahan mukin
dan gampong, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan
kapasitas pemerintahan mukim dan gampong;

b. penyusunan rencana kerja bidang tata pemerintahan
mukim dan gampong, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan
kapasitas pemerintahan mukim dal gampong;

c. penyelenggaraan kegiatan tata pemerintahan mukin dan
gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan
mukin dan gampong, pembinaan kapasitas
pemerintahan mukim dan gampong;

d. pengoordinasian pelalsanaan tata pemerintahan mukim
dan gampong, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan
kapasitas pemerintahan mukim dan gampong;

e. pemverifikasian pelaksanaan kegiatan tata pemerintahan
mukim dan gampong, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan
kapasitas pemerintahan mukim dan gampong;

f. pemfasilitasian kegiatan tata pemerintahan mukim dan
gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan
mukim dan gampong, pembinaan kapasitas
pemerintalran mukim dan gampong ;

g. pengevaluasian kegiatan tata pemerintahan mukim dan
gampong, penyelenggaraan administrasi pemerintahan
mukim dan gampong, pembinaan kapasitas
pemerintahan mukim dan gampong; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagran Kedelapan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 13

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas dibidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana menyelenggarakan fungsi:
a. perLrmusan kebijakan bidang pengendalian penduduk,

advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE),
pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

b. penyusunan rencana kerja bidang program kerja dan
rencana kerja bidang pengendalian penduduk, advokasi,
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pergerakan
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengendalian
penduduk, advokasi, Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE), pergeralan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

d. pengoordinasian pelaksanaan bidang pengendalial
penduduk, advokasi, Komunikasi Informasi dan

A
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Edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

e. pemverifikasian pelaksanaan kegiatan bidang
pengendalian penduduk, advokasi, Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE), pergerakan keluarga
berencana dan keluarga sejahtera;

f. pemfasilitasian kegiatan bidang pengendalian
penduduk, advokasi, Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

g. pengevaluasian kegiatan bidang pengendalian
penduduk, advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE), pergerakan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional
sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama dan/atau
jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara
individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung
pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh
pimpinan unit organisasi dengaa memperhatikan
kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan
pelaksalaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan kelompok jabataa fungsional dilaksanalan
sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, terdiri atas berbagai jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang
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pengangkatannya sesuai dengal ketenhran peraturan
perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan j.njang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai d"rgm
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
jabatan fungsional masing-masing.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, lesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas
wajib melaksanakan Sistem pengendalian Internal
Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisrne
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaal dan pelaporan kinerja yalg terintegrasi.

BAB VI
TATA KER.IA

Pasal 17

Pasal 20

(f) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
harl-s menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dilaksanakan oleh
seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris
atau salah seor€rng Kepala Bidang untuk mewakili dan
melaksana-kan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorzrng
Kepala Bidang atau salah seorang Kepala Subbagian untuk
mewakili dan melaksanakal tugas Sekretaris.

(3) Dafam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan
tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk
salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan
melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang
mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedomal pada
ketentuan mengenai tata naskah dinas.

At
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Pasal 21

(1) Kepala Dinas menJrusun peta proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas;

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas
sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai
hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara berkala atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

(l) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan
kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala
Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan
Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 26

Jenjang kepalgkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Jabatan pada Dinas sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon

III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau

eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau

eselon [V.a.
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BAB YIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

BAB IX
KBTENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
(f ) Pejabat Administrasi yang disetarakan

Fungsional melaksalakan koordinasi

P:!l-",!,ryt yang 
.diperlukan untuk melaksanakan kegiatarurnas drbebankan kepada Anggaran pendapatan dan BilaIrlaKabupaten Aceh Utara serta sumber_sumbei lain yang sah dantidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan pe-rundang-

undangaa.

dalam jabatan
dan pengelolaan

(2) Pejabat yang ditetapkan dan ditantik berdasarka, peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2O21 tentang Susunan,Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata K*j" Dinas
P-emberdayaan Masyarakat, pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aieh Utara, tetap menjabatdan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dandilantik pejabat berdasarkan peraturan Eupati ini.

kegiatal sesuai bidang tugasnya, sampai dengal ditetapkalPeraturan Bupati tentang sistem ker;'a di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk penyederhanaan
Birokrasi.

BAB X
KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 30

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(f ) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja AnalisisJabatan serta peta Jabatan masing_masing pemangkujabatan. di lingkungan 
_ 
Dinas pemberiayaaan MasyarikatPengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan pemangku Jabatan dilingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku Jabatan di
. lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati,
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pem-bentukal UpTD diatur

dengan Peraturan Bupati.

fad,a s13t Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan BupatiAceh Utara Nomor 40 Tahun 2O2I tentang Susunan,
Kedudukan, Ttrgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian penduduk din Keluarga Berencana
I*"pT:l tceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara'I'ahun 202I Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A T



-16-

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2025 M

1447 H

r
U {

t

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Juni 2025 M

4 Muharrarn 1447 H
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BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2A25 NOMOR 26
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